
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat

a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan
kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja
dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada
masyarakat, dan dapat berperan dalam proses
pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di
Kota Tarakan, perlu melakukan pemberdayaan terhadap
pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan
usahanya dengan cara memberi kemudahan
penyelenggaraan pelayanan penerbitan izm oleh
perangkat daerah terdekat dengan pelaku usaha mikro
dan kecil;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, perlu
memberikan legalitas hukum izin usaha kepada pelaku
usaha mikro dan kecil guna mendapatkan kepastian dan
perlindungan dalam berusaha

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil
Kepada Camat;

Menimbang
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TENTANG
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Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tarakan

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN WALlKOTA TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN
KECIL KEPADACAMAT.

MEMUTUSKAN:

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerin tahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014
tentang Pendoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan kecil;

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Tarakan;

9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Tarakan, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun
2014 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas- Dinas Daerah Kota Tarakan;

10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Tarakan;

11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Kota
Tarakan Tahun 2005 - 2025;

12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Tarakan Tahun 2014 - 2019;

Menetapkan



Tujuan Pedornan pernberian IUMKadalah :

a. rnendapatkan kepastian dan perlindungan dalarn
berusaha dilokasi yang telah ditetapkan.

b. rnendapatkan pendarnpingan untuk pengernbangan
usaha.

Prinsip Pernberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah :

a. prosedur sederhana, rnudah dan cepat.

b. terbuka inforrnasi bagi pelaku usaha rnikro dan kecil.

c. kepastian hukurn serta kenyarnanan dalarn usaha.

Pasal3

Ruang lingkup pengaturan dalarn Peraturan Walikota In!

rneliputi pengaturan pernberian IUMKbagi PUMK.

Pasal2

Pasa14

BABII
RUANGLINGKUP,PRINSIPDANTUJUAN

5. Carnat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
Kepada Walikota rnelalui Sekteraris Daerah.

6. Kecarnatan rnerupakan perangkat daerah Kabupaten
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang rnernpunyai
wilayah kerja tertentu dan dipirnpin oleh carnat.

7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan
Nonperizinan, terrnasuk penandatanganannya atas nama
pernberi wewenang.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif rnilik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
rnernenuhi kriteria usaha rnikro.

9. Usaha kecil adalah ekonorni produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan cabang perusahaan yang dirniliki, dikuasai,
atau rnenjadi bagian baik lang sung rnaupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang rnernenuhi
kriteria usaha kecil.

10.Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat
dengan IUMKadalah tanda legalitas kepada seseorang atau
pelaku usahaykegiatan tertentu dalarn bentuk izin Usaha
Mikro dan Kecil dalarn bentuk satu lernbar.

11. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat
dengan PUMKadalah orang yang rnelakukan usaha rnikro
kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

12. Lokasi IUMK adalah ternpat untuk rnenjalankan Usaha
Mikro dan Kecil yang berada di lokasi sesuai dengan
dornisili pelaku usaha.



Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak
dikenakan biaya, retribusi, darr/ atau pungutan lainnya.

Walikota mendelegasikan wewenangannya kepada Camat
sebagai pelaksana izin usaha mikro dan kecil.

Pasal7

BABIV
PENDELEGASIANKEWENANGAN

(1) Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2) huruf a adalah hasil pengurangan total nilai
kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

(2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2) huruf b adalah hasil penjualan besih (netto)
yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya
dalam satu tahun buku.

Pasal6

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp. 300.000.000,00 (TigaRatus Juta Rupiah)

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
300.000.00,00 (TigaRatus Juta Rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima
Ratus Juta Rupiah).

Pasal5

BAB III
KRITERIAUSAHAMIKRODANUSAHAKECIL

Pasal8

c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke
lembaga keuangan bank dan non-bank; dan

d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari
pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau lembaga
lainnya.



Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian IUMK
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

BABVIII
KETENTUANPENUTUP

Biaya Pelaksanaan Pemberian IUMKbersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 12

BABVII

PENDANAAN

Dalam hal tertentu dan/ atau Camat dianggap tidak mampu
melaksanakan urusan pendelegasian kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Walikota dapat menarik
kembali urusan pendelegasian kewenangan.

(1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan pemberian IUMKdi wilayahnya.

(2) Pembinaan dan Pengawasan meliputi :

a. pendataan.
b. fasilitasi akses permodalan.

c. penguatan kelembagaan.
d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis.

e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 10

BABVI
PEMBINAANDANPENGAWASAN

(1) Camat melakukan monitong dan evaluasi terhadap
pemberian IUMKdi wilayahnya.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun
dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK
kepada Walikota.

Pasal 11

BABV
MONITORING,EVALUASI,DANPELAPORAN

Pasal9



ITADAERAHKOTATARAKANTAHUN2016 NOMOR 76

Diundangkan di Tarakan

Pada tanggal 5 Februari 2016

No. Nama Jabatan k n di Tarakan
Sekretaris al 5 Februari 2016

dr.H. KHAIRULM.Kes Daerah

Asisten TARAKAN,
2 If. JAMALUDIN Ekonomi dan I

Pembangunan
Kabag.

3 DISON, SR Hukum

Kepala Dina.~

4 Drs. TAmDDIN, M.Si Perindagkop
&UMKM

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Pasal14
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